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MOTTO 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat . 

(QS: Al-Mujadalah: 11) 
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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS  

PENJUALAN PRODUK OBRAL TANPA  

INFORMASI YANG JELAS 

 

OLEH 

KUSNO TABRONI 

Adanya produk yang dijual secara obral, di satu sisi memang 

menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku usaha dan pihak konsumen. 

Akan tetapi, dengan melekatnya syarat tersembunyi dalam penjualan produk yang 

dijual secara obral tersebut, jelas sangat merugikan konsumen. 

Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen 

atas penjualan produk obral tanpa informasi yang jelas, juga untuk mengetahui dan 

memahami tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat 

penjualan produk obral. 

Berdasarkan hasil penelitian dipahami perlindungan hukum bagi konsumen 

atas penjualan produk obral tanpa informasi yang jelas adalah: bahwa konsumen 

dilindungi berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di mana pelaku usaha berkewajiban 

untuk memberikan penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, 

penggantian produk yang sejenis, perawatan kesehatan dan/atau pemberian 

santunan. 

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat 

penjualan produk obral adalah bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas 

kerugian konsumen. Hal ini dikarenakan pelaku usaha adalah pihak yang membuat 

dan/atau menyetujui pembuatan iklan penjualan produk secara obral dengan 

informasi yang tidak jelas tersebut dan adanya iklan tersebut menimbulkan 

kerugian yang harus diderita oleh konsumen. Dengan demikian tampak jelas adanya 

hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita konsumen dan pelaku usaha 

yang melanggar hukum dalam iklan penjualan produk obral dengan informasi yang 

tidak jelas. 

 

Kata kunci:  Perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk obral tanpa 

informasi yang jelas. 
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BAB. I 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

  Setiap manusia pasti menginginkan untuk memenuhi semua kebutuhan 

hidupnya. Seakan tidak ada habisnya, selalu ada saja kebutuhan yang ingin 

dipenuhi. Beragam cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang 

diinginkan tersebut. namun sering dengan naiknya harga-harga kebutuhan pangan 

dan beberapa kebutuhan pokok lain, maka kita harus mensiasati keadaan seperti 

sekarang, yang serba sulit ini, secara cerdas dan cermat. Artinya bahwa, kita harus 

cerdas dalam menentukan pilihan produk yang akan kita beli dan cermat dalam 

menetapkan waktu yang tepat untuk membeli produk tersebut. 

  Berpikir ulang dengan mempertimbangkan skala prioritas, juga dapat 

menjadi sebuah pilihan. Artinya bahwa, kita harus menunda keinginan untuk 

memenuhi sebuah kebutuhan demi terpenuhi kebutuhan lain yang lebih penting, 

misalnya kebutuhan pokok. Dengan menunda pemenuhan kebutuhan selain 

kebutuhan pokok tersebut, maka dapat diharapkan terjadi penurunan harga pada 

masa yang akan datang.  

  Pada umumnya, penurunan harga dapat berupa potongan harga atau yang 

lebih dikenal dengan diskon, atau juga dapat dikatakan sebagai penjualan produk 

secara obral. Hal ini dilakukan oleh para penjual, untuk selanjutnya disebut pelaku 

usaha, sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan omzet penjualan dan/atau 

mengurangi penumpukan produk di gudang penyimpanan. 
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  Penjualan dapat diartikan sebagai suatu bentuk penawaran disertai 

penyerahan hak milik kepada pihak lain. Defenisi produk adalah segala bentuk 

barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu. Sedangkan obral, 

mengandung makna yaitu menjual barang secara besar-besaran dengan harga 

murah (dengan maksud menghabiskan barang, mengosongkan gudang, dan 

sebagainya).1 

  Penjualan produk secara obral menguntungkan pihak pelaku usaha dan 

pihak pembeli atau konsumen. Dari segi pihak pelaku usaha, dengan adanya 

penjualan produk secara obral, maka konsumen akan tertarik untuk membeli 

produk tersebut, sehingga terjadi peningkatan omzet penjualan, yang juga berarti 

adanya peningkatan laba. Sedangkan dari segi pihak konsumen, dengan adanya 

penjualan secara obral, maka konsumen dapat membeli produk tersebut dengan 

harga yang relative lebih murah dari pada seblum ada pemotongan harga. 

  Hasil dari penjualan secara obral ini dianggap cukup mumpuni untuk 

menarik konsumen agar membeli produk-produk yang ditawarkan oleh pihak 

pelaku usaha. Hal ini terbukti dengan adanya penjualan produk secara obral yang 

masih dilakukan oleh pihak pelaku usaha, terutama pada momen-momen khusus, 

seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, serta momen pertengahan 

tahun, dimana pada waktu itu adalah awal dimulainya tahun ajaran baru, dan juga 

momen-momen lainnya. Biasanya, pada momen-momen seperti itu, konsumen 

seperti  diharuskan untuk berbelanja produk, baik untuk dinikmati sendiri atau 

untuk diberikan kepada orang lain. 

                                                 
  1Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 699  
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  Banyaknya pusat-pusat perdagangan yang didirikan beberapa tahun 

terkahir, membuat persaingan usaha semakin ketat, apalagi dengan adanya 

penurunan daya beli konsumen. Sehingga para pelaku usaha melakukan banyak 

penjualan produknya penjualan produk secara obral. Tidak saja dilakukan pada 

momen-momen khusus saja, tapi juga pada priode-priode tertentu, seperti sebulan 

sekali atau seminggu sekali atau priode tertentu lain.  

  Persaingan yang sangat ketat ini membuat beberapa pelaku usaha 

menghalalkan segala cara, yang pada kahirnya membuat iklim persaingan yang 

tidak sehat. “Persaingan tidak sehat dapat mendorong terjadinya berbagai distorsi 

dalam perekonomian yang dapat mengganggu perkembangan perekonomian dan 

pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat”2. Penjualan produk secara obral, 

tidak lagi hanya sekedar mengurangi prosentase keuntungan dari harga jual 

produk, tapi sudah sampai pada tahap dijual impas atau bahkan ada dijual dengan 

sedikit rugi. Artinya pihak pelaku usaha tidak mendapatkan keuntungan sama 

sekali atau bahkan malah merugi. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa pihak 

pelaku usaha tersebut menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dari 

pada pihak pelaku usaha lain sehingga menarik minat konsumen untuk membeli 

produk itu. Akan tetapi, pada kenyataannya, ada syarat-syarat tersembunyi yang 

diberlakukan oleh pihak pelaku usaha tersebut. beberapa contoh syarat 

tersembunyi antara lain, produk yang dijual secara obral hanya tersedia beberapa 

unit atau adanya keharusan untuk membeli produk lain yang tidak dijual secara 

obral terlebih dahulu. Dari syarat tersembunyi inilah, pihak pelaku usaha 

                                                 
  2Yoserwan, Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi Dan Globalisasi, Andalas 

University Press, Padang, 2006, hlm. 8  
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mengambil keuntungan hasil penjualan. Misalkan saja, produk yang dijual secar 

obral itu telah habis persediannya, maka konsumen yang terlanjur datang 

ketempat penawaran produk tersebut, dengan terpaksa membeli produk lain yang 

tidak dijual secara obral, dari pada pulang dengan tangan kosong. Hal seperti ini 

disebut dengan istilah loss leader. Loss leader adalah teknik memancing perhatian 

konsumen, dengan produk yang dijual sangat murah, atau produk yang sengaja 

dijual rugi dengan jumlah unitnya yang terbatas.3 Dengan kata lain, loss leader ini 

sengaja mengorbankan sebuah produk demi meningkatkan laba melalui hasil 

penjualan produk lain yang tidak dijual secara obral. 

  Adanya syarat tersembunyi dalam penjualan produk secara obral tersebut 

melanggar ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, selengkapnya berbunyi: 

  Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau 

lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan: 

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seoralh-olah telahn memenuhi 

standar mutu tertentu 

b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung 

cacat tersembunyi 

c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan 

maksud untuk menjual barang-barang lain 

d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang 

cukup dengan maksud menjual barang yang lain 

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah 

cukup dengan maksud menjual yang lain 

f. menaikkan harga atau tariff barang dn/atau jasa sebelum melakukan 

abral.4 

 

  Larangan Pasal 11 di atas, masih menyangkut persoalan representasi, yang 

tidak benar dilakukan oleh pelaku usaha, sebagaimana juga terjadi dengan 

                                                 
  3Kafi Kurniawan, Loss Leader, www.gantra.com, diakses tanggal 20 April 2022 

  4Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2007, hlm. 93  

http://www.gantra.com/
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ketentuan pasal-pasal sebelumnya. Oleh karena itu, Pasal  11 ini menyangkut 

larangan yang selain ditujukan pada “perilaku” pelaku usaha, juga merupakan 

larangan yang ditujukan pada “cara-cara penjualan” yang dilakukan oleh pelaku 

usaha. 

Nurmadjito mengatakan, berbagai macam cara penjualan dilakukan untuk 

mencapai target penjualan atau mengutamakan meraih pangsa pasar serta 

keuntungannya, dilakukan pelaku usaha dengan mengupayakan barang 

dan/atau jasa (produk) yang ditampilkan menarik dengan harga yang 

terjangkau. Cara tersebut antara lain dilakukan melalui obral, undian, 

pemberian hadiah, atau sejenisnya dengan maksud ingin memperoleh 

perhatian atas produk atau usaha yang dilakukan. Namun adakalanya terjadi 

ekses seperti penjualan obral dilakukan pada saat barangnya berada dalam 

posisi over stock atau mode produk tersebut sudah tidak mutakhir, yang 

lebih banyak dikenal dengan istilah “cuci gudang” (garage sale).5 

 

  Adanya produk yang dijual secara obral, di satu sisi memang 

menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku usaha dan pihak 

konsumen. Akan tetapi, dengan melekatnya syarat tersembunyi dalam penjualan 

produk yang dijual secara obral tersebut, jelas sangat merugikan konsumen. 

Bahkan sebenarnya, dengan hanya datang ke tempat penawaran produk itu, 

konsumen sudah mengalami kerugian dalam hal waktu, tenaga, pikiran dan biaya 

transportasi. 

  Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih mendalam lagi dan hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan 

yang berbentuk skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK OBRAL TANPA INFORMASI 

YANG JELAS” 

                                                 
  5Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang 

Perlindungan Konsumen di Indonesia, dalam Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, 

Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 19  
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B. Permasalahan 

  Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk 

obral  tanpa informasi yang jelas ? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen 

akibat penjualan produk obral ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

  Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran 

terhadap perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk obral tanpa 

informasi yang jelas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain 

yang ada kaitannya. 

  Tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen 

atas penjualan produk obral tanpa informasi yang jelas, 

2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku usaha terhadap 

kerugian konsumen akibat  penjualan produk obral. 

 Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis 

selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan 

diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, 

khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang 

dipersembahkan kepada almamater. 
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D. Defenisi Konseptual 

  Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan 

yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan 

dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini 

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab adalah: Suatu keharusan bagi seseorang untuk 

melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.6 

2. Konsumen adalah: Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

(Pasal 1 angka 2 UUPK)  

3. Obral adalah: menjual barang secara besar-besaran dengan harga murah  

(dengan maksud menghabiskan barang, mengosongkan gudang, dan 

sebagainya.7 

4. Pelaku Usaha adalah: Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (Pasal 

1 butir 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen). 

                                                 
  6Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia,  Jakarta, 1986, hlm. 570  

  7http://kbbi.web.id/obral, dakses pada tanggal 20 April 2022 

http://kbbi.web.id/obral
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D. Metode Penelitian 

  Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, 

terutama yang bersangkut paut dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas 

penjualan produk obral tanpa informasi yang jelas, maka jenis penelitiannya 

adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan 

tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. 

1. Teknik pengumpulan data 

      Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian 

kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 

mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan 

semua ketentuan peraturan yang berlaku 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, 

pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan 

dengan permasalahan dalam skripsi ini 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus 

bahasa, ensiklopedia dan lainnya. 

2. Teknik pengolahan data  

      Setelah data bterkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan 

data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan 

kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi 



 9 

mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga 

terhindar dari kekeliruan dan kesalahan. 

3. Analisa data 

      Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk 

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang 

bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang 

diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan 

suatu kesimpulan yang bersifat umum.8 

 

E. Sistematika Penulisan 

  Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan 

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab.  I.    Pendahuluan,  berisi   mengenai  latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan 

Bab.  II.  Tinjauan pustaka,  memaparkan  tinjauan  pustaka yang menyajikan 

mengenai fungsi iklan dan akibat hukum, pengaturan hukum tentang 

iklan, iklan yang menyesatkan melanggar hak konsumen, tanggung 

gugat pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen, 

kerugian konsumen atas iklan penjualan produk obral tanpa informasi 

                                                 
  8Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, 

hlm. 129  
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Bab.   III.  Pembahasan,  yang  berisikan  paparan  tentang  hasil penelitian secara 

khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti 

mengenai  perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk 

obral tanpa informasi yang jelas,dan juga mengenai tanggungjawab 

pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penjualan produk 

tanpa informasi yang jelas. 

Bab. IV.    Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi 

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


